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Abstract: The aim of this research is to find out how legal protection is for minors as recidivists of criminal acts
of theft and the causal factors in Gorontalo City. The method used is an empirical approach based on field facts,
then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that legal protection for children who are
recidivists is provided during the legal process, starting from the investigation, arrest and detention stages. The
legal process is carried out in accordance with the provisions of the SPPA Law, and prioritizes the needs,
development and growth of children, both physically, mentally and socially. The implementation of legal
protection for children who are in conflict with the law, especially for repeat criminals or recidivists, is carried
out in the same way as for first-time perpetrators of other criminal acts, but the only difference is that diversion
efforts are not applied to those who are recidivists. The protection carried out by the police is to fulfill children's
rights in every ongoing legal process; The investigation prioritizes a family atmosphere; and Separate Detention.
The cause of children becoming recidivist perpetrators of the crime of theft in Gorontalo City is environmental
factors; Economy problem; There is leniency in punishment and lack of effective coaching; and Factors of legal
awareness and parental negligence. Therefore, in implementing legal protection for children who commit
criminal acts, especially for recidivist perpetrators, law enforcement officers are expected to pay attention to the
psychological and social conditions of children, but still prioritize providing a deterrent effect so that
perpetrators are afraid to repeat their crimes. These efforts include, for example, implementing existing legal
procedures by fulfilling all children's rights, but still carrying out repressive action by providing sanctions as
regulated in statutory regulations, and not imposing diversion on perpetrators who repeat criminal acts. Apart
from that, the government and especially parents pay as much attention as possible to ensuring life for children,
so that they do not become perpetrators of criminal acts such as theft. This is because children are sometimes
forced to commit these crimes due to their needs not being met properly, or even due to pressure from other
parties.
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Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur
sebagai pelaku residivis tindak pidana pencurian dan faktor penyebabnya di Kota Gorontalo. Metode yang
digunakan ialah dengan pendekatan empiris yang berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hokum terhadap anak pelaku residivis
diberikan saat proses hukum berlangsung dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan. Proses
hukum tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU SPPA, dan mengedepankan kebutuhan, perkembangan dan
pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum khususnya bagi pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis, dilaksanakan sama
dengan pelaku tindak pidana lain yang baru kali pertama, namun yang membedakan hanya pada upaya diversi
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yang tidak diterapkan kepada mereka yang residivis. Perlindungan yang dilakukan kepolisian ini yaitu
Memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang berlangsung; Penyidikan mengutamakan suasana
kekeluargaan; dan Penahanan Secara Terpisah. Penyebab Anak Menjadi Pelaku Residivis Tindak Pidana
Pencurian Di Kota Gorontalo adalah Faktor lingkungan; Masalah Ekonomi; Adanya keringanan hukuman dan
kurang efektifnya pembinaan; dan Faktor kesadaran hukum dan kelalaian orang tua.Olehnya, dalam pelaksanaan
perlindungan hokum terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya bagi pelaku residivis, aparat
penegak hukum diharapkan memperhatikan kondisi psikologi dan sosial anak, namun tetap mengutamakan
pemberian efek jera agar pelaku takut untuk mengulangi kejahatannya. Upaya ini misalnya melaksanakan
prosedur hokum yang ada dengan memenuhi segala hak anak, namun tetap melakukan penindakan represif
dengan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak
memberlakukan diversi bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Selain itu, pemerintah dan terutama orang tua
memperhatikan semaksimal mungkin jaminan hidup bagi anak, agar mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana
seperti pencurian. Sebab, anak terkadang terpaksa melakukan kejahatan tersebut akibat kebutuhannya tidak
tercukupi dengan baik, atau bahkan ada desakan pihak lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Residivis; Anak

PENDAHULUAN

Dari sekian banyaknya tindak pidana, terdapat kasus pencurian yang pelakunya
adalah anak. Tindakan ini adalah bagian dari kejahatan yang harus mendapat perhatian
masyarakat serta perlu penanganan khusus guna menjaga anak agar taat hukum ke depannya.
Adanya pencurian yang melibatkan anak ini, meski telah diterapkan sanksi namun tetap saja
terjadi, dimana anak melakukan pengulangan kembali terhadap perbuatannya sehingga dapat
dikatakan sebagai pelaku residivis.

Berdasarkan hasil observasi calon peneliti di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota,
terdapat 2 (dua) kasus anak yang melakukan pencurian dan kemudian kembali mengulangi
perbuatan untuk kejahatan yang sama. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai faktor dan
latar belakang, yang kemudian diproses oleh kepolisian. Berikut data Kepolisian Resor Kota
Gorontalo Kota terkait kasus Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Residivis untuk Tindak
Pidana Pencurian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mempertegas bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah mereka yang telah berumur
12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang
dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12
tahun tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum belum dapat dimintai
pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai
18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang
dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah
kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan

peradilan anak.
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Sementara itu, dalam hukum pidana mengenai pencurian, diatur beberapa pasal
dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana
pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan
pencurian ringan. Pengertian pencuri sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pencurian
pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. Pencurian secara aktif adalah tindakan
mengambil hak milik orang lain tanpa pengetahuan si pemilik, dan pencurian secara pasif
adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Adanya perilaku menyimpang anak cenderung mengarah pada tindak kriminal, dan
parahnya terjadi pengulangan kasus maupun perbuatan tindak pidana (residivis). Dalam
KUHP terdapat 2 macam Residivis, yaitu:

1. Residivis Umum; yakni tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi,
yang artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan
tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap
digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai
dengan pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus; dimana sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat
diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan
perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah dijalani
hukumannya.

Hal yang menjadi tanda tanya peneliti apakah kemudian dalam pelaksanaan
penegakan hukumnya disertai pula dengan upaya perlindungan terhadap anak meski ia

dikenal sebagai pelaku residivis.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan calon peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan
demikian, kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai
permasalahan dan tujuan penelitian, serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif yakni
menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti sehingga dari

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan

bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
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kandungan. Perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini ialah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak (SPPA), memberi pemahaman bahwa:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak
pidana.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak yang telah berusia 12
tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang berusaha melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban, adalah anak yang
belum menyelesaikan 18 tahun yang mengalami kesulitan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak lanjut.

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya dipanggil anak saksi adalah
anak yang belum menerima 18 tahun, yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang
informasi perkara yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Pelaksanaan hukuman bagi anak yang berumur kurang dari 12 tahun, sepenuhnya
dilakukan melalui diversi, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang memberi penafsiran
bahwa, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar
peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi ialah suatu pengalihan
penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana tertentu, yang difasilitasi keluarga
atau masyarakat, maupun polisi, jaksa dan hakim.

Ketentuan terkait residivis diatur dalam pasal 486-488 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, dimana berdasarkan perkembangan yang ada bahwa pengulangan tindak pidana ini
dibagi ke dalam jenis, yakni:

a. Pengulangan Tindak Pidana Umum, dimana orang yang melakukan tindak pidana
yang tak sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, dan sudah
menjalani hukuman pidana. Contoh vyaitu jika sebelumnya pelaku melakukan tindak
pidana pencurian dan sudah menjalani masa hukuman pidana, kemudian dirinya
melakukan kembali tindakan pelanggaran lain misalnya menganiaya atau membunuh.

b. Pengulangan Tindak Pidana Khusus yakni orang yang melakukan tindak pidana
sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, serta sudah selesai

menjalani hukuman pidananya. Misalnya seseorang melakukan tindak pidana
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penganiayaan yang telah menjalani masa hukumannya, kemudian ia kembali

melakukan tindak pidana yang sama yaitu penganiayaan.

Regulasi mengenai anak sebagai residivis dalam KUHP pada dasarnya tak diatur
jelas, bahwa pemberatan hukuman ini dijatunkan secara umum dengan pemberatan ditambah
1/3 hukuman yang dijatuhkan. Pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dikenal adanya upaya diversi dan restorative justice, namun pada ketentuan tersebut tak
berlaku bagi anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Artinya,
berdasarkan UU SPPA tidak dikenal penjatuhan hukuman tambahan bagi anak sebagai
residivis, dan yang ada hanyalah hukuman bersifat sanksi pidana dan sanksi tindakan atas apa
yang diperbuat.

Jelasnya bahwa pengaturan terkait sanksi pidana bagi anak yang melakukan
pengulangan tindak pidana ini memang ada kekosongan norma. Sistem pemidanaan dalam
KUHP terhadap anak sebagai residivis tidaklah diatur scara jelas, begitupun dalam UU SPPA
pun tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis. Namun menurut Aristia,
hal itu bukan menjadi alasan untuk tak memberi perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum. Konsep dari perlindungan terhadap anak ini dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia, dapat dilihat dan dijalankan saat proses hukum berlangsung.

Proses hukum yang dimaksud ialah mulai dari tahap penyidikan, kemudian
penangkapan dan penahanan serta penuntutan, termasuk persidangan dan pembinaan.
Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, intinya tingkat penyidikan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum wajib untuk diupayakan diversi oleh penyidik di kepolisian. Akan tetapi,
upaya ini diversi tak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan
sebuah pengulangan. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (2), huruf (b) UU SPPA yang menyebut,
bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana
yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

UU SPPA sendiri menerangkan ada asas dalam penanganan anak diantaranya asas
perlindungan, yang meliputi kegiatan sifatnya langsung serta tak langsung dari tindakan yang
membahayakan anak secara fsik maupun psikis. Selanjutnya berkenaan dengan asas keadilan
dimana dalam penyelesaian perkara anak, harus mencerminkan rasa keadilan bagi si anak itu
sendiri. Ada pula asas non diskriminasi dimana tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan
pada suku, agama, budaya dan status hukum anak itu sendiri serta berkenaan dengan kondisi
fisik ataupun mental seorang anak.

Tak hanya itu, anak pelaku tindak pidana tetap diberi penghargaan terhadap

pendapatnya sebagai penghormatan terhadap haknya untuk berpartisipasi serta menyatakan
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pedapat dalam pengambilan suatu keputusan, terutama menyangkut hal yang nantinya bisa
mempengaruhi kehidupan anak dimaksud. Hal ini mengingat untuk kepentingan terbaik anak,
dalam segala pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan kelangsungan hidup
dan tumbuh kembangnya. Ini berdasarkan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
anak dimana hak asasi yang paling mendasar baginya adalah dilindungi oleh negara, maupun
keluarga serta orang tuanya.

Lebih lanjut dinyatakan pihak kepolisian bahwasanya, pembinaan serta
pembimbingan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas, sikap dan perilaku yang perlu
dilakukan baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Artinya, pemberian tuntutan
pada anak yang berhadapan dengan hokum guna membentuk dan meningkatkan kepatuhan
dimasa depan. Meski demikian, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan ini merupakan
upaya terakhir yang pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali karena
terpaksa demi kepentingan penyelesaian sebuah perkara.

Upaya ini tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya, serta tidak adanya perlakuan diskriminasi sebab anak perlu
mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental,
maupun sosial. Ipda Aristia mengungkapkan, “kami dalam proses penanganan pada anak ini
seringkali tidak hanya melihat dari tindakan yang dilakukan melainkan apa alasan dibalik
perbuatan itu guna memutuskan sanksi terhadap anak berdasarkan ketetapan yang ada dalam
Uu.

Meski demikian, hal ini juga tergantung Jaksa Penuntut Umum yang juga mesti
mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, apakah dia
dipaksa untuk melakukan pengulangan maupun dari keinginannya sendiri, sehingga perlu
ketelitian JPU dalam dalam menangani perkara anak ini, khususnya bagi pelaku residivis.
Selain itu, yang menentukan dari nasib akhir anak tentu juga adalah hakim dalam
memberikan putusannya di pengadilan.

1. Penyidikan mengutamakan suasana kekeluargaan

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta
Gorontalo Kota diberikan saat anak dalam proses penanganan Kkhususnya pada tahap
penyidikan. Olehnya, Polresta Gorontalo Kota khususnya pada unit PPA mengkhususkan
agar pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dilakukan berdasarkan
prinsip kekeluargaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ipda Aristia, pada saat
proses peradilan pidana anak, maka hak tersebut tetap diberikan saat proses hukum

berlangsung meski ia seorang residivis.
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Perlindungan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghormati hak asasi manusia,
dimana perlindungan yang diberikan dimulai dari tahap penangkapan, penyidikan serta
penahanan. Penyidikan terhadap anak ini dilakukan sendiri oleh Polisi Wanita (Polwan),
menurut cara yang diatur dalam UU. Selain itu, dalam melakukan penyidikan, polisi wajib
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, kemudian tak memaksa, bahkan tidak
menggunakan atribut (seragam dinas) yang bisa menyebabkan anak merasa trautandan takut
ataupun terancam.

Penyidikan berlangsung dalam suasana keluarga ini sebagaimana diatur melalui Pasal
18 UU SPPA, yang berbunyi “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak
saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan
sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya
wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana
kekeluargana tetap terpelihara.” Aristia menyatakan bahwa didalam melakukan
penangkapan terhadap anak, wajib untuk memperhatikan hak anak tersebut, misalnya juga
hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara
yang ditentukan UU.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah sebelum
melakukan penangkapan, keluarga anak tersangka wajib diberitahu terlebih dahulu baik
melalui surat ataupun secara lisan sebelum proses penangkapan tersebut dilakukan.
Penangkapan terhadap anak ini tak dibolehkan menggunakan alat maupun senjata, melakukan
upaya paksa ataupun mengadakan wewenang paksa. Tersangka anak juga harus mendapatkan
bantuan hukum secara wajib serta cuma-cuma, dan di dalam proses penangkapan anak behak
mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan. Intinya adalah, pada tahap penahanan
harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri.

Menurut Aristia bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak pada tahap
Penyidikan, dimana melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum selama
proses penanganan perkara, yaitu dengan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam
Pasal 26 sampai 29 UU SPPA. Perlindungan ini dilakukan oleh penyidik khusus maupun
pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala kepolisian, yang memenuhi syarat
sebagai penyidik.

“Kami dalam melakukan penydidikan pada anak, usai ada tindak pidana yang
dilaporkan ataupun diadukan, maka penyidik terlebih dahulu minta saran dari pembimbing
kemasyarakatan. Jika diperlukan, penyidik meminta pula pertimbangan maupun saran dari

seorang psikolog ataupun ahli psikiater dan lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 27 UU SPPA,
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dimana penyidik wajib mengupayakan diversi dalam kurun waktu paling lama 7 hari usai
penyidikan dimulai. Jika diversi yang dilakukan berhasil, maka penyidik menyerahkan berita
acara diversi serta kesepakatan pada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan
tetapi, dalam upaya diversi ini tidak berlaku bagi mereka pelaku residivis.

Pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum dalam tahap
penangkapan dan penahanan, yaitu dengan memenuhi hak anak selama proses penangkapan
dan penahanan sebagaimana diatur pada pasal 30 sampai pasa 41 UU SPPA. Pada proses
penangkapan terhadap anak demi kepentingan penyidikan, dilakukan paling lama 24 jam, dan
anak wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Jika tidak terdapat ruang
pelayanan khusus anak, maka anak bisa dititipkan pada lembaga penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Aristia mengaku bahwa “penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polresta Gorontalo
Kota terhadap anak tentunya dilakukan secara manusiawi, apalagi menyangkut anak, meski
mereka adalah residivis”. Ketentuan ini sudah diatur pula dalam Pasal 30 UU SPPA. Usai
dilakukannya proses penangkapan, selanjutnya dilakukan penahanan namun hanya untuk
kepentingan pemeriksaan dan itupun dilakukan dengan mengedepankan kepentingan anak.

2. Penahanan Secara Terpisah

Seorang ABH atau anak yang berhadapan dengan hokum, tak dapat dijatuhi pidana
mati maupun pidana seumur hidup. Pemidanaan terhadap anak ini sendiri dibagi 2 bagian
yaitu; sanksi pidana sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pelatihan kerja

b. Pembinaan dalam lembaga, dan

c. Penjara

d. Pidana peringatan

e. Pidana dengan syarat Pembinaan diluar lembaga; Pelayanan masyarakat, atau

Pengawasan.
f. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana, atau pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA) yaitu:
1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi Pengembalian kepada

orang tua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa;
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Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin
mengemudi, dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f

dikenakan paling lama 1 tahun

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut

Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan jenis sanksi di atas, mengharuskan bahwasanya tempat penahanan anak
harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa saat anak ditahan, dan kebutuhan jasmani
serta rohani bahkan sosialnya tetap dipenuhi. Tempat untuk penahanan anak ini harus
dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, guna menghindarkan anak terhadap pengaruh
buruk yang dapat diserap dari tahanan lain. Pada Pasal 32 UU SPPA menyatakan bahwa,
anak yang memperoleh jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak
akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau merusak barang bukti.

Hal ini berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Adapun isi ketentuan dalam UU SPPA ini yakni;

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh
jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri,
tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi
tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau

lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas
dalam surat perintah penahanan.

Menurut Kanit PPA, dalam pemberian sanksi terhadap anak semaksimal mungkin
menghindari yang sifatnya pembalasan, maupun prinsip menjauhkan segala upaya
pembalasan dalam proses penanganan perkara. Perlindungan yang diberi pada anak pelaku
pengulangan tindak pidana tentu dengan harus memenuhi hak yang melekat pada diri anak
dimaksud, dimana semua tetap memprioritaskan kepentingan bagi anak itu sendiri. Hal ini

dengan alasan, bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak sangat penting untuk
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dilakukan, serta diusahakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan masa depannya dengan
baik.

Bentuk perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak
sebagai pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis di Polresta Gorontalo Kota
dilakukan sama, yang membedakannya hanyalah upaya diversi yang diterapkan. Pada anak
yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan upaya diversi, namun bagi seorang
anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, tak dapat dilakukan upaya
diversi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), huruf (b) UU SPPA vyaitu
diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak

Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dilakukan saat proses hukum
berlangsung, dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan. Proses hukum
tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU SPPA, dan mengedepankan kebutuhan,
perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya bagi pelaku
pengulangan tindak pidana atau residivis, dilaksanakan sama dengan pelaku tindak pidana
lain yang baru kali pertama, nhamun yang membedakan hanya pada upaya diversi yang tidak
diterapkan kepada mereka yang residivis. Perlindungan yang dilakukan kepolisian ini yaitu:

a. Memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang berlangsung

b. Penyidikan mengutamakan suasana kekeluargaan

c. Penahanan Secara Terpisah
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